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Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan 

Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal yang 

Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah sudah tidak 

sesuai dengan kondisi  sekarang sehingga perlu diganti; 

  c. bahwa sesuai Nota Dinas Kepala Dinas Kesehatan 

Kabupaten Kendal Nomor : 440/4703/Dinkes, tanggal  8 

September 2021 perihal Pengajuan Surat Keputusan 

Bupati Kendal tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan 

Dan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum 

Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat 

Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal 

yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah dan 

ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah 

Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah, perlu ditetapkan Bendahara Penerimaan dan 

Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah 

Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan 

Masyarakat yang Menerapkan Badan Layanan Umum 

Daerah dengan Keputusan Bupati; 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan 

Keputusan Bupati tentang Penetapan Bendahara 

Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan 

Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat 

Kesehatan Masyarakat Yang Menerapkan Badan Layanan 

Umum Daerah; 

   

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan 

mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun  1965 Nomor 52, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 
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2. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 6398); 

3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6573); 
 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 

Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 

12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah 

Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah 

Istimewa Yogyakarta; 
 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 

Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3079); 
 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5340); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
 

10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun  2011 tentang  Pembentukan   Peraturan 

Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 186); 

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 

tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang    Perubahan 
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Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 
 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 

tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 

tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E Nomor 3, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 

157); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal 

Tahun 2016 Nomor 8 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 

3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020  

Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal 

Nomor 200); 
 

 

17. Peraturan Bupati Kendal Nomor 72 Tahun 2018 tentang 

Pola Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat 

Kesehatan Masyarakat yang Menerapkan Badan Layanan 

Umum Daerah di Kabupaten Kendal (Berita Daerah 

Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 72); 
 

 

18. Peraturan Bupati Kendal Nomor 75 Tahun 2018 tentang 

Penyusunan, Pengajuan, Penetapan dan Perubahan 

Rencana Bisnis dan Anggaran Unit Pelaksana Teknis 

Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang Menerapkan 
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Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Kendal (Berita 

Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 75); 

 

19. Peraturan Bupati Kendal Nomor 76 Tahun 2018 tentang 

Pelaksanaan Anggaran Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat 

Kesehatan Masyarakat yang Menerapkan Badan Layanan 

Umum Daerah di Kabupaten Kendal (Berita Daerah 

Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 76); 

20. Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2021 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta 

Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal (Berita 

Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 5); 

21. Peraturan Bupati Kendal Nomor 15 Tahun 2021 tentang 

Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, 

serta Tata Hubungan Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat 

pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal (Berita Daerah 

Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 15); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan  : 

 

KESATU  :  Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Badan 

Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional 

Pusat Kesehatan Masyarakat yang Menerapkan Badan 

Layanan Umum Daerah sebagaimana tercantum dalam  

Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan  bagian  tidak 

terpisahkan dari Keputusan ini. 
 

KEDUA         :  Tugas Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah 

pada Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan 

Masyarakat sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah 

menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan  dan 

mempertanggungjawabkan pendapatan. 

KETIGA: Tugas Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah 

pada Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan 

Masyarakat sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah 

menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan  dan 

mempertanggungjawabkan anggaran yang dikeluarkan guna 

keperluan belanja/operasional Badan Layanan Umum Daerah  








